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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I(ATIMANTAN TENGAH

I(EPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAI{
NOMOR 188.45 / 1ffi | 2A22

TTNTANG

PEITETAPAN STATUS PEI{(X}UNAAN BARAIITG MILIK DAERAII
PADA DINAS KEPENDUDUI{AN DAIY PENCATATAIT SPIL

I{ABUPATEIT BARITO SELATAIT TAHT'il 20/22

BUPATI BARITO SELATAN,

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
24rc tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan
Status Penggunaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa penetapan status Penggunaan Barang Milik
Daerah dilakukan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan
tentang Penetapan S.tatus Penggunaan Barang Milik
Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Barito Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor L Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
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7.

B.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A14 tentang
Pengeloiaan Barang Milik NegaralDaerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 28 ?ahun 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun zA]4
tentaag Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor I9 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Ncmor
3 Tahun 2A16 tenta*g Pembenfi:kan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barits Selatan;
Peraturaa Daerah Kabupaten Barito Selatan l$srnor
5 Tahun 20L8 tentang, Pengeloleea Barang Milik
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
7 Tahun 2A2D tentang Pemheatukan Produk Hukum
Daerah;

MEMUTUSKAS:

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada
Dinas Keperududuka* dan Pertcatataft Srprl Kabupaten
Barito Selatan Tatrun 2022 sebagaimaaa tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terprsahkan dari Keputusan ini..

Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KgSAfU herupa tanah danfatau
haagunan serta baraag inventaris laianya milik
Pemeriatah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang
dipergunakan pada Diaas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Elarito Selatan"

Barang inventaris sebagaimaaa dinnaksud pada Diktum
KF-SATU dipergwrakan dalam rangka menunjang tugas
pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipitr Kabupaten Barito Selatan.

Bara:rg inventaris yang tidak digunakan sesuai dengan
perunfukannya, ur4jib diserahkan kepada Bupati rnelalui
Pengelola.

Barang inventaris sebagarmana dimaksud pada Diktum
KESATU dijadikan Lampiran dalam Berita Acara $erah
Terima Jabatan dari Pejahat yang lama kepada Pejabat
yang baru.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Euntok
pada 2022

TAN,

10.

11.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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